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Abstract: The advancement of digital technology has had a significant impact on various 

aspects of life, including in the field of contract law, nowadays electronic contracts are 

increasingly used in modern business transactions, replacing traditional agreements that rely 

on physical documents. This article explores the evolution of contract law in the digital era, 

focusing on the regulation of electronic contracts in Indonesia. The study examines the various 

challenges and opportunities arising from contract digitalization, such as legal validity, data 

protection, and consumer rights. Additionally, this research evaluates the extent to which 

existing regulations, such as the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), can 

adapt to technological developments to ensure legal certainty for parties involved in electronic 

contracts. Using a normative juridical approach, this analysis reviews the prevailing legal 

policies and compares the implementation of electronic contracts in different countries. The 

findings of this study are expected to contribute to the development of more flexible and 

adaptive regulations that respond to digital transformations, thereby creating a balance between 

business interests and consumer protection in electronic transactions. 
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Abstrak: Perkembangan teknologi digital telah membawa pengaruh signifikan terhadap 

berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam sektor hukum perjanjian, saat ini, kontrak 

elektronik semakin banyak digunakan dalam transaksi bisnis modern, menggantikan perjanjian 

konvensional berbasis dokumen fisik. Artikel ini membahas evolusi hukum perjanjian di era 

digital, dengan penekanan pada regulasi kontrak elektronik di Indonesia. Kajian ini mengulas 

berbagai tantangan dan peluang yang muncul akibat digitalisasi kontrak, seperti aspek 

keabsahan hukum, perlindungan data, serta hak-hak konsumen. Selain itu, penelitian ini 

mengevaluasi sejauh mana regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (UU ITE), mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi guna 

memastikan kepastian hukum bagi para pihak dalam kontrak elektronik. Dengan menggunakan 

pendekatan yuridis normatif, analisis ini membahas kebijakan hukum yang berlaku serta 

membandingkan penerapan kontrak elektronik di beberapa negara. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan regulasi yang lebih fleksibel dan adaptif 

terhadap perubahan digital, sehingga dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan 

pelaku usaha dan perlindungan hak-hak konsumen dalam transaksi elektronik. 
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PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi digital telah menyebabkan perubahan besar di berbagai 

bidang kehidupan, termasuk dalam bidang hukum perjanjian.Digitalisasi telah menggantikan 

metode penyusunan perjanjian tradisional yang menggunakan dokumen fisik dengan kontrak 

elektronik yang lebih praktis dan efisien. Perubahan ini semakin terlihat seiring meningkatnya 

transaksi ekonomi digital, seperti perdagangan elektronik (e-commerce), layanan berbasis 

teknologi, serta transaksi keuangan secara daring. Saat ini, kontrak elektronik menjadi alat 

hukum yang banyak diterapkan dalam berbagai transaksi bisnis, baik di tingkat nasional 

maupun internasional, karena menawarkan kemudahan dalam akses, fleksibilitas dalam 

penggunaannya, serta efisiensi dalam pelaksanaannya. 

Kontrak elektronik di Indonesia telah memperoleh legitimasi hukum melalui berbagai 

peraturan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya. Peraturan ini menetapkan bahwa 

kontrak elektronik dianggap sah selama memenuhi ketentuan yang berlaku dalam hukum 

perjanjian. Selain itu, penguatan aspek hukum dalam transaksi digital juga diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi 

Elektronik. Regulasi ini mencakup prosedur autentikasi, penerapan tanda tangan elektronik, 

serta perlindungan data pribadi dalam kontrak digital,walaupun kontrak elektronik 

menawarkan berbagai manfaat, penerapannya masih menghadapi beragam tantangan, baik dari 

segi hukum maupun praktik di lapangan, salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa 

hak dan kewajiban setiap pihak tetap terlindungi secara seimbang dalam lingkungan digital 

yang terus berkembang. Perlindungan konsumen dalam kontrak elektronik menjadi perhatian 

penting, terutama dalam hal klausul baku yang kerap memberikan keuntungan lebih besar bagi 

pelaku usaha dibandingkan dengan konsumen, selain itu, pembuktian dalam perselisihan 

hukum terkait kontrak elektronik juga menjadi isu yang perlu diperhatikan, mengingat kontrak 

digital memiliki karakteristik yang berbeda dengan perjanjian konvensional berbentuk fisik. 

Perkembangan teknologi seperti blockchain dan smart contract membawa perspektif 

baru dalam hukum perjanjian. Smart contract yang dijalankan melalui blockchain 

memungkinkan pelaksanaan otomatis suatu kesepakatan tanpa memerlukan keterlibatan pihak 

ketiga. Namun, di balik kepraktisannya, teknologi ini juga menghadirkan tantangan, khususnya 

terkait regulasi dan mekanisme penyelesaian sengketa. Oleh sebab itu, dibutuhkan kebijakan 

hukum yang lebih fleksibel dan komprehensif agar hukum perjanjian di era digital tetap dapat 

menjamin kepastian hukum, melindungi hak-hak semua pihak, dan mendorong inovasi di 

sektor digital. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum perjanjian beradaptasi 

dengan kemajuan teknologi digital serta menilai efektivitas regulasi yang diterapkan dalam 

menyeimbangkan efisiensi bisnis dan perlindungan hak konsumen dalam kontrak elektronik. 

Melalui studi ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang dapat memperkuat efektivitas 

regulasi kontrak elektronik guna mewujudkan transaksi bisnis yang lebih aman, adil, dan 

berkelanjutan. 

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis uraikan diatas, sehingga penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “ Perkembangan Hukum Perjanjian di Era Digital : 

Tinjauan atas Kontrak Elektronik“ dengan rumusan masalah sebagai berikut: 

a) Bagaimana hukum perjanjian di Indonesia beradaptasi dengan perkembangan teknologi 

digital dalam mengatur keabsahan dan pelaksanaan kontrak elektronik? 

b) Bagaimana tantangan hukum dalam penerapan kontrak elektronik dapat diatasi guna 

menciptakan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat? 
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METODE 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berfokus pada analisis 

terhadap berbagai peraturan hukum yang mengatur perkembangan hukum perjanjian dalam era 

digital, khususnya terkait dengan kontrak elektronik. Pendekatan yang diterapkan meliputi 

pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah regulasi seperti Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta 

perubahannya, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan 

Sistem dan Transaksi Elektronik, guna memahami validitas kontrak elektronik serta 

perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat dalam transaksi digital. Selain itu, penelitian ini 

juga mengadopsi pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk mengeksplorasi teori dan 

konsep dalam hukum perjanjian, termasuk aspek keabsahan kontrak, perlindungan konsumen, 

serta tantangan dalam pembuktian sengketa hukum kontrak elektronik. Pendekatan komparatif 

(comparative approach) turut digunakan dengan membandingkan regulasi kontrak elektronik 

di Indonesia dengan negara lain yang memiliki sistem hukum yang lebih maju dalam mengatur 

transaksi digital, sehingga dapat diperoleh praktik terbaik (best practices) yang dapat 

diterapkan dalam konteks hukum Indonesia. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, yang 

mencakup sumber hukum primer seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta 

sumber hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta penelitian 

sebelumnya, dan sumber hukum tersier seperti ensiklopedia hukum serta kamus hukum yang 

membantu dalam memahami konsep-konsep utama dalam hukum perjanjian elektronik. 

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yang 

selanjutnya dianalisis secara kualitatif, dimulai dengan tahap identifikasi dan klasifikasi data, 

analisis serta interpretasi terhadap regulasi yang ada, hingga penarikan kesimpulan terkait 

efektivitas hukum kontrak elektronik di Indonesia. 

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana regulasi mengenai 

kontrak elektronik mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital serta 

bagaimana regulasi tersebut dapat menyeimbangkan efisiensi bisnis dengan perlindungan hak-

hak konsumen, melalui analisis yang komprehensif, penelitian ini berupaya mengidentifikasi 

berbagai kendala hukum dalam implementasi kontrak elektronik, termasuk permasalahan 

terkait perlindungan konsumen serta mekanisme penyelesaian sengketa, dengan demikian, 

hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik serta menjadi acuan 

bagi regulator dalam merancang kebijakan hukum yang lebih adaptif terhadap dinamika 

teknologi digital. Kesimpulan yang dihasilkan bertujuan untuk memastikan kepastian hukum 

dalam transaksi elektronik, sekaligus mendorong inovasi di sektor digital di Indonesia. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1) Keberjalanan Hukum perjanjian di Indonesia beradaptasi dengan perkembangan 

teknologi digital dalam mengatur keabsahan dan pelaksanaan kontrak elektronik 

Kemajuan teknologi digital telah memberikan pengaruh besar terhadap berbagai 

aspek kehidupan, termasuk dalam ranah hukum perjanjian.Kehadiran kontrak elektronik 

sebagai alat utama dalam transaksi bisnis digital mendorong hukum perjanjian di Indonesia 

untuk terus beradaptasi demi memastikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. 

Kontrak elektronik, yang memungkinkan pembuatan perjanjian secara digital tanpa 

memerlukan dokumen fisik, kini banyak digunakan di berbagai sektor, seperti 

perdagangan elektronik (e-commerce), layanan keuangan berbasis digital, teknologi 

finansial (fintech), dan transaksi bisnis internasional. Oleh karena itu, diperlukan regulasi 

yang komprehensif dan jelas untuk memastikan keabsahan serta kelancaran pelaksanaan 

kontrak elektronik dalam praktiknya. 
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Regulasi kontrak elektronik di Indonesia salah satunya Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diperbarui 

melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Regulasi ini mengatur bahwa kontrak 

elektronik dianggap sah selama memenuhi syarat umum perjanjian sebagaimana diatur 

dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang mencakup: 

a) Kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, yaitu kontrak elektronik harus dibuat 

berdasarkan persetujuan bebas dari semua pihak yang terlibat. 

b) Kecakapan hukum para pihak yang berkontrak, yang berarti individu atau entitas 

yang terlibat dalam perjanjian harus memiliki kapasitas hukum yang sah. 

c) Objek yang jelas, yaitu hal atau barang yang menjadi subjek perjanjian harus 

terdefinisi dengan jelas. 

d) Sebab yang sah, yaitu tujuan dari kontrak harus sesuai dengan hukum, norma moral, 

dan ketertiban umum. 

Aspek hukum kontrak elektronik semakin diperkuat dengan adanya Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi 

Elektronik (PP PSTE). Regulasi ini fokus pada aspek teknis dalam transaksi digital, seperti 

mekanisme autentikasi pengguna, penggunaan tanda tangan elektronik, keamanan sistem 

transaksi elektronik, serta perlindungan data pribadi. Peraturan ini memiliki peran yang 

krusial dalam menjamin kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi 

digital serta memastikan bahwa kontrak elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah 

dalam proses hukum. 

Aspek penting dalam kontrak elektronik adalah penggunaan tanda tangan 

elektronik, yang berfungsi sebagai sarana untuk otentikasi dalam transaksi digital. Sesuai 

dengan peraturan yang ada, terdapat dua jenis tanda tangan elektronik yang diakui yaitu: 

1) Tanda tangan elektronik tersertifikasi, yang menggunakan infrastruktur kunci publik 

dan telah diverifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Elektronik (PSrE). 

2) Tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi, yang tidak memiliki verifikasi dari pihak 

ketiga tetapi tetap dapat digunakan dalam transaksi elektronik. 

Tanda tangan elektronik memiliki peran penting dalam memastikan integritas dan 

keabsahan kontrak elektronik, sehingga dapat mengurangi risiko penipuan, manipulasi 

data, atau penyalahgunaan dokumen digital, meskipun regulasi mengenai kontrak 

elektronik sudah berkembang, penerapannya masih menghadapi beberapa kendala, salah 

satu masalah utama adalah perlindungan konsumen dalam transaksi digital, khususnya 

terkait dengan klausul baku yang sering kali lebih menguntungkan pelaku usaha daripada 

konsumen. Keberjalanan praktiknya banyak kontrak elektronik yang berisi ketentuan yang 

ditetapkan sepihak oleh penyedia layanan, sehingga konsumen memiliki sedikit 

kesempatan untuk melakukan negosiasi.  

Aspek pembuktian dalam penyelesaian sengketa hukum yang melibatkan kontrak 

elektronik menjadi salah satu isu yang perlu mendapatkan perhatian serius. Sistem hukum 

tradisional, perjanjian yang berbentuk tertulis sering kali dijadikan sebagai alat bukti yang 

sah dalam proses peradilan. Namun, pada kontrak elektronik, pembuktian menjadi lebih 

rumit karena bergantung pada data digital, tanda tangan elektronik, dan sistem keamanan 

transaksi yang diterapkan, maka diperlukan mekanisme pembuktian yang lebih terstruktur 

dan jelas agar kontrak elektronik dapat memiliki kekuatan hukum yang setara dengan 

perjanjian tertulis konvensional. 

Kemajuan teknologi juga membawa inovasi baru dalam kontrak elektronik, seperti 

blockchain dan smart contract. Smart contract, yang didukung oleh teknologi blockchain, 

memungkinkan pelaksanaan perjanjian secara otomatis tanpa membutuhkan keterlibatan 

pihak ketiga. Sistem ini beroperasi dengan menggunakan kode pemrograman yang akan 

menjalankan ketentuan kontrak secara otomatis ketika syarat-syarat tertentu terpenuhi. 
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Meskipun smart contract menawarkan keuntungan dalam hal efisiensi dan transparansi, 

teknologi ini juga menghadirkan tantangan dalam aspek regulasi dan penyelesaian 

sengketa hukum, terutama karena sifatnya yang otomatis dan tidak dapat diubah 

(immutable). Saat ini, regulasi di Indonesia belum mengatur secara khusus mengenai smart 

contract, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut mengenai dampaknya terhadap hukum 

perjanjian yang berlaku. 

Kebijakan hukum yang lebih fleksibel dan responsif terhadap perkembangan 

teknologi digital perlu ditekankan untuk mengatasi masalah tersebut. Pemerintah, 

akademisi, dan praktisi hukum harus terus berupaya mengembangkan regulasi yang tidak 

hanya mampu mengakomodasi inovasi dalam kontrak elektronik, tetapi juga dapat 

memastikan bahwa hak dan kewajiban para pihak tetap terlindungi secara adil. Langkah 

yang dapat diambil adalah dengan meningkatkan literasi hukum mengenai kontrak 

elektronik, baik bagi pelaku usaha maupun konsumen, agar mereka lebih memahami hak 

dan kewajibannya dalam transaksi digital. 

Hukum perjanjian di Indonesia secara keseluruhan telah mengalami adaptasi 

terhadap perkembangan teknologi digital melalui berbagai regulasi yang mendukung 

keabsahan dan pelaksanaan kontrak elektronik, namun masih terdapat tantangan yang 

perlu diselesaikan, terutama dalam perlindungan konsumen, mekanisme pembuktian 

dalam sengketa hukum, serta regulasi terhadap inovasi seperti blockchain dan smart 

contract, maka diperlukan pendekatan hukum yang lebih fleksibel, berorientasi pada 

perkembangan teknologi, serta tetap mengedepankan prinsip keadilan dan perlindungan 

bagi semua pihak yang terlibat dalam kontrak elektronik. 

2) B. Bagaimana tantangan hukum dalam penerapan kontrak elektronik dapat diatasi guna 

menciptakan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat? 

Penerapan kontrak elektronik semakin berkembang pesat seiring dengan kemajuan 

teknologi informasi yang mempermudah proses transaksi digital, meskipun memiliki 

banyak keuntungan, seperti efisiensi dan pengurangan biaya operasional, penerapan 

kontrak elektronik menghadirkan sejumlah tantangan hukum yang perlu diatasi untuk 

menjamin kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Tantangan utama adalah 

memastikan keabsahan dan kekuatan hukum kontrak elektronik. Meskipun dilakukan 

secara digital, kontrak elektronik tetap harus memenuhi syarat sahnya sebuah perjanjian, 

yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek yang jelas, dan sebab yang 

sah, tanpa adanya pemahaman yang benar mengenai hal ini, kontrak elektronik bisa 

diragukan keabsahannya, terutama jika terjadi sengketa. Oleh karena itu, dibutuhkan 

regulasi yang jelas dan terperinci mengenai kontrak elektronik agar memiliki status hukum 

yang sama dengan kontrak konvensional. 

Masalah lain yang penting adalah terkait dengan identifikasi dan verifikasi tanda 

tangan elektronik. Tanda tangan elektronik digunakan untuk membuktikan persetujuan 

para pihak terhadap isi kontrak, namun dapat muncul keraguan mengenai keaslian tanda 

tangan atau identitas pihak yang menandatanganinya. Tanda tangan elektronik yang sah 

harus menjamin bahwa pihak yang menandatangani memiliki wewenang dan bahwa tanda 

tangan tersebut tidak dapat dipalsukan. Salah satu cara untuk mengatasi hal ini adalah 

dengan menggunakan teknologi sertifikat digital atau metode autentikasi ganda, yang 

dapat memperkuat keabsahan tanda tangan dan mengurangi risiko penipuan. Tanpa sistem 

autentikasi yang memadai, tanda tangan elektronik bisa menimbulkan masalah hukum 

yang kompleks. 

Tantangan lain yang muncul berkaitan dengan keamanan data dan perlindungan 

konsumen. Dalam transaksi elektronik, informasi pribadi dan data sensitif sering terlibat, 

sehingga rentan terhadap peretasan, kebocoran, atau penyalahgunaan. Perlindungan data 

pribadi menjadi sangat krusial, dan setiap kontrak elektronik harus dilengkapi dengan 
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sistem keamanan yang dapat melindungi data, seperti enkripsi yang kuat dan protokol yang 

memastikan informasi tetap aman dari akses yang tidak sah.Negara juga perlu menetapkan 

regulasi yang jelas terkait perlindungan data pribadi untuk memberikan rasa aman kepada 

konsumen. 

Permasalahan yurisdiksi dan penyelesaian sengketa juga menjadi tantangan utama 

ketika kontrak elektronik melibatkan pihak-pihak dari negara yang berbeda. Ketika 

kontrak digital dilakukan antarnegara, muncul pertanyaan tentang hukum yang berlaku 

dan bagaimana cara menyelesaikan sengketa secara adil. Yurisdiksi internasional terkait 

kontrak elektronik sering kali menimbulkan kerumitan, karena setiap negara dapat 

memiliki hukum yang berbeda mengenai transaksi elektronik, oleh karena itu, penting 

untuk mengembangkan perjanjian internasional yang mengatur kontrak elektronik secara 

global, untuk meminimalkan ketidakpastian terkait penerapan hukum. Selain itu, 

mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif perlu diperkenalkan, seperti arbitrase atau 

mediasi online, untuk memudahkan penyelesaian sengketa tanpa proses hukum yang 

panjang dan mahal. 

Tantangan hukum ini, dapat diselesaikan dengan beberapa solusi yang  dapat 

diterapkan untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik, salah satunya adalah 

dengan menyusun regulasi yang jelas dan komprehensif mengenai kontrak elektronik. 

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sudah menjadi dasar 

hukum, namun regulasi ini perlu diperbarui agar sesuai dengan perkembangan teknologi 

dan kebutuhan pasar. Selain itu, penerapan teknologi autentikasi yang lebih canggih, 

seperti tanda tangan elektronik berbasis sertifikat digital, dapat meningkatkan keabsahan 

kontrak elektronik dan mengurangi risiko penipuan. Pengembangan standar keamanan 

yang lebih baik, termasuk penggunaan enkripsi dan protokol keamanan yang kuat, juga 

sangat penting untuk melindungi data pribadi dan informasi sensitif dalam transaksi 

elektronik. 

Penyelesaian sengketa juga perlu diperhatikan dengan mengembangkan 

mekanisme yang lebih efisien, seperti arbitrase online, untuk memudahkan penyelesaian 

masalah hukum tanpa melalui proses litigasi yang panjang. Selain itu, perjanjian 

internasional mengenai kontrak elektronik harus diperkuat untuk memastikan bahwa 

sengketa yang melibatkan pihak dari berbagai negara dapat diselesaikan dengan adil dan 

efisien. Terakhir, pendidikan dan sosialisasi mengenai kontrak elektronik harus terus 

dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, pelaku bisnis, dan pihak terkait 

lainnya mengenai hak dan kewajiban dalam kontrak elektronik serta risiko yang mungkin 

timbul. Peningkatan pengetahuan ini akan mengurangi potensi sengketa dan memastikan 

bahwa kontrak elektronik diterima dengan baik, dengan langkah-langkah tersebut, 

diharapkan kontrak elektronik dapat diterapkan dengan lebih aman dan terpercaya. 

Keberadaan regulasi yang jelas, penggunaan teknologi yang canggih, serta sistem 

penyelesaian sengketa yang efektif akan membantu menciptakan kepastian hukum bagi 

semua pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik.  

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hail penelitian dan pembahasan mengenai kedua rumusan masalah 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum perjanjian di Indonesia telah beradaptasi dengan 

perkembangan teknologi digital, khususnya dalam mengatur keabsahan dan pelaksanaan 

kontrak elektronik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di 

Indonesia menjadi dasar hukum yang sah bagi transaksi elektronik, termasuk kontrak 

elektronik. Meskipun hukum perjanjian sebelumnya mengatur kontrak konvensional, kini 

hukum tersebut telah disesuaikan untuk mencakup transaksi digital, dengan menetapkan bahwa 

kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang setara, asalkan memenuhi persyaratan 
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sahnya perjanjian, seperti adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, kecakapan 

hukum, objek yang jelas, dan alasan yang sah, meskipun sudah ada aturan yang mengatur 

kontrak elektronik, masih terdapat tantangan hukum, terutama terkait dengan keabsahan tanda 

tangan elektronik, verifikasi identitas, dan perlindungan data pribadi. 

Tantangan hukum ini, seperti keraguan terhadap keabsahan kontrak elektronik, masalah 

keamanan data, dan penyelesaian sengketa antar negara, untuk mengatasinya perlu berbagai 

solusi yang diterapkan. Penguatan regulasi yang mengatur kontrak elektronik, penggunaan 

teknologi autentikasi yang lebih maju, serta penerapan standar keamanan yang lebih ketat dapat 

menjadi solusi untuk mengatasi masalah terkait validitas dan perlindungan data. Selain itu, 

untuk memastikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, penting bagi negara untuk 

terus memperbarui peraturan tentang kontrak elektronik, memperkenalkan mekanisme 

penyelesaian sengketa yang lebih efisien, serta menyelaraskan regulasi internasional terkait 

kontrak elektronik dengan perkembangan teknologi yang pesat.Penerapan kontrak elektronik 

di Indonesia dapat berlangsung dengan aman, transparan, dan memberikan kepercayaan yang 

tinggi bagi semua pihak yang terlibat. 
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